


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang
PcmcrinLahan Dacrah (Lcrnbaran Ncgara 'I'alrun 2004
Nomor 125;Tnrnbahan Lcrnbaran Ncgara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah Ked ua Alas bcbcrapa kali
tcrakhir dcngan Undang-Undnng Nornor 12 Tahun
2008 tcntang Pcrubnhun Undnng-Unclang -Nornor 32
Tah'un 2004 Lcnlang Pcmcrintahan Dacrah (Lcmb~,ran

3. Unclnng-Unclang N0J1101' 10 "l'nln.ui 2004 Icnl'ang
PcmbcnLukan· Pcrat.uran Pcrundang-undangan
[Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lcrnbaran Ncgura Nomor 4389);

7.. \llIdllllJ~ Illldlllll~ NOIIHlI' HTIIIIIIII 11)7'1 1(~1111lIIg Pokok
pokok Kcpcgawaian sebagaimarra Lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lcmbaran
Ncga rn Tahun 1<)<)9Nomor 169, To rrrbnhari Lcmharan
Ncguru Nornor ~3~~0);

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatcra Barat, Jambi dan Riau mcnjadi
Undang-Undang Jo. Perat.uran Pcmerintah Nomor 29
Tahun 1979;

Mengingat

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana
lcrcantum pada huruf "a « di alas, pcrlu menclapkan
Peraturan Dacrah ten tang Pcmbentukan Organisasi
dan Tata Kcrja 'Baclan Penanggulangan Bencana
Dacrah Provinsi Sumatcra Barat;

a. bahwa untuk rnclaksanakan ketcntuan Pasal 18
Undang-Unclang Nornor 24 Tahun 2007 lcntang
Pcnanggulangan Scncana, dipandang perlu
membcnluk Orga nisa si cion Tata Kcrja Badan
Pcnanggulangan Bcncanu Dacrah Provinsi Sumalcra
Barat; .

Menimbang

DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

GUDERNURSUMATERA IJARAT

PEMBENTUKANORGANISASI DAN TATA l{ERJA nADAN PENANGGULANGAN
BENCANADAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PERATURANDAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
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14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

12.Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendariaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Ncgara Nomor 4829);

11.Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pcnanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4828);

10.Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tah un 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

9. Pcrat.u ran Pcmcrintah Nomor 38 Tahu n 2007 ten tang
Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pcmcrintah,
Pcmcrintahan Dacrah Provinsi, Dan Pcrncrintahan
Dacrah Kcbupatcn/ Kola [Lcrn ba ra.n Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbara n Negara Nomor
4737);

H. Pcrut uruu Pcmcrin tuli Nonior SHT;dlUII 200S Iclll;llig

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemcrintah Nornor 6 Tah un 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3373);

6. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 ten tang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lcrnbaran Ncgara Nomor
4732);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor
4438);

Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 4844);



6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sclanjutnya disebut
BPBD adalah adalah pera ngkat daerah yang diberituk daIam rangka
mclaksanakan tugas dan Iurigsl dalam pcnu nggtrlungu n bcncn nu ;

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik .oleh Iaktor alarn dan atau faktor non alam maupun
faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis;

8. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni badanjdinas terkait
dengan penanggulangan bencana;

5. Sckrclaris Ducrah a d a la h ~cl<rclaris Ducru h Provin si SUllwlcnt !Jun.ll;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Bar at;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
munurut asus olonomi dan t.uga s pcrubu nt uun clcngan pr insip olonomi
seluas-Iuasnya.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

4. Gubernur adalah Gubernur Surnatera Barat;

Pasall

KETENTUAN UMUM

BAB I

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PRQVINSI SUMATERA BARAT

Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pcn~nggLllang;.~11DCI1C<111;t [Lcm bnrn n Dncruh Ta hu n
2007, Nomor 5).

15.Peraturan Kepala Sadan Nasional Penanggulangan
Bcncana Nomor 3 Ta hu n 2008 tcntang Pcdoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;



serta kebutuhan pcnyclcnggaraan
berda sar kan peraturan perundang-

setara.
b. Menctapkan standarisasi

penanggulangan bencana
undangan.

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana.

d. Melaporkan pcnyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

e. Mengendalikan perigumpulan dan penyaluran uang dan barang.
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
g. Me1aksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

(1)BPBD mempunyai tugas :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

pena.nggutarigan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat,rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

Pasa14

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Kedua

(2) BPSD dipimpin oleh Kepala dan secara ex-officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah.

(1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal3

Kedudukan

Bagian Kesatu

ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BABIII

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBO Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

PEMBENTUKAN'

BAB II

9. Masyar alca t profesional yakni dari pa ka r , profesional dan tokoh
masya raka t eli elaerah
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(2) Bagan Susunan Organisasi BPBD scbagairnanu tcrcanturn dalarn
lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini.

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Unsur Perigarah;
c. Unsur Pelaksana;

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari:

:1) Sub 1l;lgi;\Il Umiun (LIn I{cpC)~;\w;li;\I1;

b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Program;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
a) Seksi Pencegahan;
b) Seksi Kesiapsiagaan;

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
a) Scksi Kedaruratan;
b) Seksi Logistik;

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Rekonstruksi;

d. Kclompok .Jabntnn Funnsional;
e. Satuan Tugas.

Pasa16

Susunan Organisasi

Bagian Ketiga

Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBO
mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanganbencana dan

penanganan pengungsi dcngan bertindak ccpat dan tepat, efektif dan
efisieri.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kcgiatan pcnanggulangan bcncana
sccara lcrcncana, lcrpadu dan mcnycluruh.

Pasal5

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.



(1.) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat;
c. pascabencana.

(2.) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1)mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian;
b. pengkomandoan;
c. pelaksana.

Pasalll

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c,
merupakan unsur struktural berada dibawah dan bcrtanggung jawab
Kepala "SPBD.

PasallO

Unsur Pelaksana

Bagian Kelima

(1.) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
a. Menyusun konsep pelaksanaan kcbijakan penanggulangan

bencana daerah;
b. Memantau;
c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah.
(2.) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari

"- 6 (enam) pejabat instansi/ lembaga pernerintah daerah dan 5 (lima)
ariggota dari rnasyarakat profesional di daerah.

Pasal9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bcncana.

Pasal8

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b,
merupakan unsur non struktural berada dibawah dan bertanggung
jawab Kepala BPBD;

(2) Masa Jabatan Unsur Pengarah selama 5 (lima) tahun;

(3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur
pengarah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Urisur Pengarah

Bagian Keempat



(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1)
diatur dan ditetapkan olch Gubernur bcrdasarkan kcbutuhan dan
beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
oleh Gubernur;

Fungsional terdiri dari scjumlah tenaga fungsional
ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-

(1) Kelompok Jabatan
yang diatur dan
. undangan;

Pasal15

Kelempok .Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasa114

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAB IV

(1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat
membentuk Satuan Tugas;

(2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal13

(l.) Fungsi koordinasi sebagaimaria dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya, instansi vcrtikal yang ada di daerah , lcmbaga usaha
dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra beneana dan
pasea bencana;

(2.) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan melalui pcngcrahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal
yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan
dalam rangka penanganan darurat bencana;

(3.) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2)
huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD
dilaksanakan secara terkoordinasi dan tcrintegrasi dengan Satuan
Kcrja Pcrangkal Dacruh Iain nya, inst.ans i vc rt.ikul yang ucla elidacruh
dengan memperhatikan kebijakan penyclcnggaraan penanggulangan
beneana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12



Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/ Kota
bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat
"?~ncana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi,
, dan pelaksana.
" ,.,:1..-".,;.

Pasa122

Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten /Kota diadakan
paling scdikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal21

Pimpinan unsur Pelaksana BPBO dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasa120

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipcrgunakan scbagai ba ha n untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan mcmberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Pasa119

Pimpinan unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab me mirnpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk
bag i pclak s a ne.o.ri tugas bawahul1.

Pasal 18

Pimpinan unsur Pelaksana BPBO melaksanakan sistem pengendalian
intern di lingkungan masing-masing.

Pasal17

BPBD dalam melaksanakan tugas harus menerapkan pnnslp koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

TATA KERJA

BAB V

(5) Kelompok Jabatan Fungsional rncrnpunyai tugas scsuai dengan
peraturan Perundang-undangan;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat
(1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;



Rincian Tugas Pokok, Fungsi BPBD akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 28

KETENTUAN LAIN-LAIN

BABIX

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Satuan Koordinasi '
Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAKPB) dibubarkan dan
seluruh aset, arsip/ dokurnen dan datal informasi yang berkaitan
serahkan kepada BPBD.

Pasal 27

KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII

Pembiayaan BPBD dibebankan pada APBDProvinsi dan sumber anggaran
lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasa126

PEMBIAYAAN

BAB VII

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernursesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1)Kepala Pelaksana BPBO adalah jabatan struktural eselon I1.a
(2)Sekretaris BPBDadalah jabatan struktural eselon IILa
(3) Kepala Bidang BPBO adalah jabatan struktural eselon IILa
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural

eselon IV.a

Pasal24

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

BAB VI

BPBD Provinsi dengan Badan Nasional
bersifat kcordirias i dan teknis kebencanaan
peningkatan kualitas penyelenggaraan

Hubungan kerja antara
Penanggulangan Bencana
dalam rangka upaya
penanggulangan bencana.

Pasal 23
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LEMBARAN DAERAH PROVINSISUMATERA BARAT
TAHUN : 2009 NOMOR: .9

H. FIRDAUS. K, SE, M.Si
Pembina UtamaMuda

NIP_19530309 197603 1 005

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 ]esem~er 20'9

GUBER

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desen:ber 2e69

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuridarigkan.

Pasa130

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarurari Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gu berrrur.

Pasa129

PENUTUP

BABX



Penyusunan dan penataan organisasi dimaksud disesuaikan
dengan tingka: perkembangan kebutuhan dan prediksi perkembangan
masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat selama
5 tahun yang akan datang. Dengan memperhitungkan kondisi dan
potensi Daerah, serta permasalahan yang harus diatasi, maka struktur

Dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan
be rt.aragg'u.ngjavvab serta penyelenggaraan Pernerintahan, pembangunan
dan pernberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
sesuai dengar. kebutuhan daerah, maka disusun organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah ProvinsiSumatera Barat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan berdasarkan
Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka dalam
implementasi kelembagaan setidak-tidaknya terwadahi fungsi-fungsi
Pemerintahar.. yang menjadi keweriangan Daerah yang terdiri dari
urusan wajib ::an urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah
urusan Pernerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan
Daerah yang .erkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, urusan
Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang
diprioritaskar.. oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang
terkati dengar; upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi
kekhasan Daerah. .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 ten tarig Perietapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
undang Nemer 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nornor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang
undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Perr.erintah Daerah, telah terjadi Perubahan yang sangat
mendasar d~21Tlpenyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dalam
artian Daera.: diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberikan
pelayanan. peningkatan peran serta, prakarsa dan pernberdayaan
rnasyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

L PENJELASA\ UMUM.

PERATURJ\\" DAERAH PROVlNSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMBE\"TUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN

PENANGGULA);GANBENCANADAERAHPROVlNSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PER-\TURAN DAERAH PROV1NSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009

ATAS
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2009

Pasal 1 sam.pai dengan pasal 30
Cukup Jelas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan
Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi
Bagian, Bidang dan Uraian Tugas bagi pemegang jabatan akan diatur
lebih lanjut derigari Peraturan Gubernur.

Berdasarkan pertimbangan Iaktor-faktor tersebut diatas, agar
pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya
penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga
pelayanan kepada rnasyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dasar utama penyusunan organisasi Badan dalam bentuk suatu
organisasi disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang terdiri dari unsur wajib dan unsur pilihan,
namun tidak setiap penanganan trrusan Pemerintahan dibentuk
kedalam organisasi tersendiri tetapi disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan Daerah.

Untuk penyelenggaraan Pernerintahan Daerah, Kepala Daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam
Sekretariat, unsur pengawas yang diwacahi dalam bentuk Inspektorat,
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur
pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi
dalam Dinas Daerah.

organisasi dinas daerah diharapkan mampu mengimbangi pesatnya
perkembangan dinamika masyarakat Sumatera Barat.
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